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Sengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah
merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan
Pemerintah. Tesisini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor
22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasl|
penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan
keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota
Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisalebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna
menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiks satu sama lain. Pemerintah
Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan
tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip
otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah
sebagal asset daerah harus lebih cermat.

Land dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or
may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become
the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016
based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justicein
the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu
High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G
2014 PN BKI. The research method used in this thesisis normative juridical with explanatory design. The
results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes
in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in
deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City
Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out
government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of
regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as aregional asset must
be more careful.
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